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Terdakwa, Bantuan Hukum, Penasiaht Hukum.

Penasihat hukum memiliki peran krusial dalam menjalankan suatu
bantuan hukum kepada tersangka maupun terdakwa agar dapat
memahami dinamika proses peradilan di Indonesia, dengan tujuan
utama memastikan keadilan dalam proses peradilan. Secara yuridis,
hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP, yang
menjamin bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk
mendapatkan bantuan hukum selama proses pemeriksaan, sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Skripsi ini bertujuan untuk
menyelidiki konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila
terdakwa tidak mendapat pendampingan hukum pada tahap
penyidikan pidana, sambil menelaah perbandingan implikasi hukum
Pasal 56 KUHAP terhadap dua putusan, yaitu Putusan No.
443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dan Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN
Kag. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif,
penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa
dampak hukum yang muncul apabila tersangka atau terdakwa tidak
didampingi oleh penasihat hukum pada tahap penyidikan belum
memenuhi asas kepastian, atau dengan kata lain, terdapat kondisi
tertentu yang dapat memicu perbedaan dampak akibat dari keadaan
tersebut. Sementara itu, analisis terhadap Putusan No.
443/Pid.Sus/2021/PN Mnd menunjukkan bahwa Pasal 56 KUHAP
mengakibatkan penghentian persidangan saat Putusan Sela
dikeluarkan karena terdakwa tidak didampingi oleh penasihat
hukum. Sebaliknya, pada Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag,
Pasal 56 KUHAP tidak menyebabkan penghentian persidangan
karena terdakwa telah menyetujui untuk melepaskan hak bantuan
hukumnya.

39 (1975-2023), 5 Peraturan Perundang-Undangan, 2 Putusan, 19
Jurnal.

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
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Defendant, Legal Aid, Legal Advisor.

Legal advisors have a central role in providing legal assistance to
suspects and/or defendants to understand the dynamics of the
criminal justice system in Indonesia, with the main aim of ensuring
fairness in the judicial process. Juridically, the right to legal
assistance is mandated by Article 54 of KUHAP, which states that
suspects or defendants have the right to receive legal assistance
during the examination process, in accordance with applicable legal
provisions. This thesis aims to explore the legal consequences that
might occur if the defendant does not receive legal assistance at the
criminal investigation stage, while examining the comparison of the
legal implications of Article 56 of the Criminal Procedure Code for
two decisions, namely Decision No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd and
Decision no. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag. Using normative legal
research methods, this research was conducted qualitatively by
analyzing legal norms contained in statutory regulations. The
results of the discussion in this thesis show that the legal
consequences that arise if the suspect or defendant is not
accompanied by a legal advisor at the investigation level do not meet
the principle of certainty, or in other words there are certain
conditions which trigger differences in the consequences caused by
this. Meanwhile, Analysis of Decision No. 443/Pid.Sus/2021/PN
Mnd shows that Article 56 of the Criminal Procedure Code caused
the trial to stop when the Interim Decision was issued, because the
defendant was not accompanied by a legal advisor. On the other
hand, in Decision no. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag, Article 56 of the
Criminal Procedure Code does not result in the termination of the
trial, because the defendant has agreed to waive his right to legal
aid.

39 (1975-2023), 5 Law, 2 Decisions, 19 Articles / Journals.

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
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